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I. UMUM

Dalam rangka menstimulus pertumbuhan perekonomian nasional,
diperlukan upaya untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan
termasuk perbankan syariah melalui kebijakan-kebijakan yang
bersifat countercyclical antara lain terkait dengan ketentuan mengenai
perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit
dengan menggunakan pendekatan standar, penilaian kualitas aset,
dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan Penyertaan Modal.

Kebijakan countercyclical dimaksud ditujukan untuk menjaga
stabilitas sistem keuangan, mendorong fungsi intermediasi dalam
rangka meningkatkan potensi ekspansi Pembiayaan Bank yang
dilakukan secara terukur dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-
hatian dan prinsip syariah serta mencegah terjadinya moral hazard.

Kebijakan countercyclical ini bersifat sementara (temporary policy)
sehingga seiring dengan membaiknya kinerja dan kondisi keuangan
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Bank dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan dimaksud perlu
disesuaikan kembali.

Kebijakan countercyclical ini difokuskan untuk mendorong
pertumbuhan Pembiayaan kepada UMKM dan Pembiayaan beragun
rumah tinggal serta meningkatkan kinerja dan kondisi Bank. Selain
itu, kebijakan ini sejalan dengan program pemerintah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi khususnya
dalam program Pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah serta penyaluran Pembiayaan kepada UMKM.

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, diperlukan kebijakan
berupa Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus
Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah dalam suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud rumah tinggal atau apartemen adalah rumah
tapak atau rumah susun namun tidak termasuk rumah toko
dan rumah kantor.

Huruf b

Yang dimaksud Pemerintah Indonesia adalah Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang
mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan cedera janji (wanprestasi) adalah
kegagalan atau kelalaian nasabah untuk membayar
kewajiban keuangan dan memenuhi kewajiban lainnya
kepada Bank Umum Syariah; misalnya, kegagalan nasabah
membayar pokok dan margin/bagi hasil/ujrah pada saat
yang ditentukan (default).
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Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kriteria lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan
yang berstatus BUMD yang mendapatkan rekomendasi
dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain memiliki kinerja
keuangan yang baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penentuan pihak terkait Bank Umum Syariah
didasarkan pada hubungan kepemilikan, hubungan
kepengurusan, dan hubungan keuangan sebagaimana
diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai batas
maksimum pemberian kredit.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud entitas sektor publik adalah Badan Usaha
Milik Negara, pemerintah daerah (provinsi, kota, dan
kabupaten) di Indonesia dan badan-badan atau lembaga-
lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak
memenuhi kriteria sebagai Pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia adalah Pemerintah Pusat Republik
Indonesia, Bank Indonesia, dan badan-badan dan lembaga-
lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan
operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lainnya” adalah
penerbitan jaminan dan/atau pembukaan letter of credit.

Termasuk sebagai “Pembiayaan dan penyediaan dana
lainnya” adalah semua jenis Pembiayaan atau penyediaan
dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan
nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) nasabah
terbesar adalah 50 (lima puluh) nasabah terbesar Bank
Umum Syariah secara individu.
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Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) nasabah
terbesar Unit Usaha Syariah adalah 50 (lima puluh)
nasabah terbesar dari Unit Usaha Syariah, tidak
termasuk dari bank induknya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Faktor penilaian prospek usaha, kinerja (performance)
nasabah, dan kemampuan membayar mengacu pada
ketentuan mengenai penilaian kualitas aset Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas Pembiayaan yang
sebenarnya” adalah penilaian kualitas Pembiayaan yang
didasarkan atas:

a. Ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi
hasil/ujrah untuk Pembiayaan yang
direstrukturisasi sampai dengan jumlah
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
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b. Prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan
kemampuan membayar untuk Pembiayaan yang
direstrukturisasi dengan jumlah lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
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